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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan SUPM Negeri Ladong Tahun Anggaran 2023 - Audited ini telah 

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.  Laporan Keuangan 

ini meliputi : 

 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan 

Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. 

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp207.189.703,00 atau mencapai 127,67 

persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp162.284.000,00.  

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar 

Rp15.309.795.664,00 atau mencapai 96,36 persen dari alokasi anggaran 

sebesar Rp15.888.222.000,00 

 
 

 

 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas  pada 31 Desember 2023.  

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar 

Rp37.876.928.934,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 

Rp28.736.471,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp37.848.192.463,00; dan Aset 

Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.786.237,00 dan 

Rp37.843.144.226,00. 
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3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 

sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp154.323.736,00 sedangkan 

jumlah beban adalah sebesar Rp16.984.032.804,00 sehingga terdapat Defisit dari 

Kegiatan Operasional  senilai Rp16.829.709.068,00. Surplus Kegiatan Non 

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.037.867,00 dan 

sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar 

Rp16.820.671.201,00   

 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 

tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp39.572.029.156,00 dikurangi Defisit-LO 

sebesar Rp16.820.671.201,00 dikurangi koreksi-koreksi senilai Rp178.781,00 dan 

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.102.605.961,00 sehingga Ekuitas 

entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp37.854.142.697,00  

 

 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. 

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 

TA 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.  
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

SUPM NEGERI LADONG 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN - AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 

 
                                                                                                                   (Dalam Rupiah) 

31 DESEMBER 2022

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 162.284.000                    207.189.703                    127,67 215.072.425                    

                   JUMLAH PENDAPATAN 162.284.000                    207.189.703                    127,67 215.072.425                    

BELANJA B.2.

   Belanja Operasi 

      Belanja Pegawai B.3 9.285.750.000                 8.949.129.005                 96,37 9.414.884.128                 

      Belanja Barang B.4 6.557.301.000                 6.315.495.659                 96,31 7.857.205.115                 

      Belanja Modal B.5 45.171.000                       45.171.000                       100,00 4.422.536.677                 

                           JUMLAH BELANJA 15.888.222.000              15.309.795.664              96,36 21.694.625.920              

% thd AnggCATATANURAIAN
31 DESEMBER 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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II. NERACA  

SUPM NEGERI LADONG 
NERACA - AUDITED 

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 
(Dalam Rupiah)

CATATAN 31 DESEMBER 2023 2022

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                          -                                           
Kas Lainnya dan Setara Kas C.2 -                                          -                                           
Piutang Bukan Pajak C.3 11.053.740                       35.756.100                       
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.4 (55.269)                             (178.781)                           
Persediaan C.5 17.738.000                       41.902.000                       
Jumlah Aset Lancar 28.736.471                       77.479.319                       

Tanah C.6 14.720.155.000              14.720.155.000               
Peralatan dan Mesin C.7 14.048.938.341              13.934.734.341               
Gedung dan Bangunan C.8 24.187.662.834              24.187.662.834               
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.9 2.746.388.770                 2.746.388.770                 
Aset Tetap Lainnya C.10 652.890.826                    622.719.826                     
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.11 (18.507.843.308)             (16.695.051.403)             
Jumlah Aset Tetap 37.848.192.463              39.516.609.368               

ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud C.12 5.098.130                         5.098.130                         
Aset Lain-Lain C.13 885.410.800                    885.410.800                     
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.14 (890.508.930)                   (890.508.930)                   
Jumlah Aset Lainnya -                                          -                                           

JUMLAH ASET 37.876.928.934              39.594.088.687               

Utang kepada Pihak Ketiga C.15 22.786.237                       22.059.531                       
Utang Yang Belum Ditagihkan C.16 -                                          
Uang Muka dari KPPN C.17 -                                          -                                           
Utang Jangka Pendek Lainnya C.18 -                                          
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 22.786.237                       22.059.531                       

22.786.237                       22.059.531                       

Ekuitas C.19 37.854.142.697              39.572.029.156               
JUMLAH EKUITAS 37.854.142.697              39.572.029.156               

37.876.928.934              39.594.088.687               

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

SUPM NEGERI LADONG 

LAPORAN OPERASIONAL - AUDITED 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 

 
                                                                                                                      (Dalam Rupiah) 

CATATAN
31 DESEMBER 

2023

31 DESEMBER 

2022

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 154.323.736         205.068.062         

154.323.736         205.068.062         

Beban Pegawai D.2 8.938.075.265     9.414.884.128     

Beban Persediaan D.3 43.820.000           144.292.000         

Beban Barang dan Jasa D.4 4.348.751.276     6.537.875.358     

Beban Pemeliharaan D.5 904.526.940         447.911.533         

Beban Perjalanan Dinas D.6 1.035.216.149     737.191.155         

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 1.713.587.905     1.871.469.103     

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.8 55.269                   178.781                 

16.984.032.804   19.153.802.058   

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (16.829.709.068) (18.948.733.996) 

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 12.088.867           1.200.001              

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional  Lainnya 5.021.000             8.804.362              

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 8.072.000             -                               

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 9.037.867             10.004.363           

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 9.037.867             10.004.363           

SURPLUS/DEFISIT LO (16.820.671.201) (18.938.729.633) 

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

SUPM NEGERI LADONG 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - AUDITED  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 

 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022

EKUITAS AWAL E.1 39.572.029.156                          37.040.885.420                          

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (16.820.671.201)                         (18.938.729.633)                         

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI -                                                      
-                                                      

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 

EKUITAS 
E.3

178.781                                         (9.680.126)                                   

          PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.1 -                                                      -                                                      

          KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.2 -                                                      -                                                      

          KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI E.3.3 -                                                      -                                                      

          SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                      -                                                      

          KOREKSI NILAI ASET TNON REVALUASI E.3.5 -                                                      (9.680.126)                                   

          KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 178.781                                         

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 15.102.605.961                          21.479.553.495                          

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.5 (1.717.886.459)                           2.531.143.736                             

EKUITAS AKHIR 37.854.142.697                          39.572.029.156                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis SUPM Negeri Ladong 

SUPM Negeri Ladong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah 

untuk mendidik dan meluluskan SDM Kelautan dan Perikanan yang 

memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Berkedudukan di Jalan 

Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar. 

• Rencana Strategis SUPM Negeri Ladong  

Menuju Sentra Pengembangan SDM Perikanan bertaraf 

Internasional di Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya 

• Visi 

Menjadi sentra pengembangan SDM unggul tingkat menengah 

di Aceh dan sekitarnya untuk mendukung pembangunan 

kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan 

berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat 

• Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan formal perikanan secara 

profesional sesuai kurikulum yang berlaku; 

2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan; 

3. Melakukan Pembinaan karakter siswa 

4. Mengelola Sarana Prasarana Diklat 

5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat 

6. menyelenggarakan unit produksi perikanan 
 

• Indikator Kinerja 

Persentase pemenuhan Tenaga Teknis Perikanan Terdidik 

yang Kompeten sesuai Kebutuhan dan Prioritas Nasional 

dengan Proses Belajar Mengajar dan Sarana Prasarana yang 

memenuhi standar. 

• Data Jumlah Pegawai 

Jumlah Pegawai SUPM Negeri Ladong per 31 Desember  

2023 berjumlah 77 orang dengan rincian sebagai berikut : 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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Data Pegawai SUPM Ladong 

 
 
 
 
 

No 

 
 
 

Jenis 

Kela

mi n 

PNS SUPM Ladong  
 
 

To

tal 

Pendidik Tena
ga 
Kep
end
idik
an 

Ju
m
la
h 

K
on
tr
ak 

N
P 
L 

T
B 
P 

T
P 
L 

T
P 
H 

P 

U
m
u
m 

1 Laki-Laki 6 4 4 2 3 40 56 11 68 

2 Perempuan 1 2   1 12 16 6 23 

 TOTAL 7 6 4 3 5 52 72 17 90 

 

• Aplikasi 

Aplikasi yang digunakan oleh SUPM Ladong dalam 

mendukung kegiatan dan pelaporan terdiri atas beberapa 

aplikasi : 

a. Aplikasi e-Dalwas 

b. Aplikasi e-DJA 

c. Aplikasi e-Monev Bappenas 

d. Aplikasi e-Rekon LK 

e. SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan 
 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan  Tahun Anggaran 2023 ini merupakan 

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola 

oleh SUPM Negeri Ladong. Laporan Keuangan ini dihasilkan 

melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk 
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menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah 

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan 

aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang 

milik negara  serta laporan manajerial lainnya.  

Basis 

Akuntansi 

A.3. Basis Akuntansi  

SUPM Negeri Ladong menerapkan basis akrual dalam 

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan 

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang 

yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 

Dasar 

Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Negeri 

Ladong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 

adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi 

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar 

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 
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Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata 

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5. Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan  Tahun 2023 

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas 

pelaporan dari SUPM Negeri Ladong. Disamping itu, dalam 

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan 

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor SUPM Negeri 

Ladong adalah sebagai berikut: 

Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 
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• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

 

Pendapatan-

LO 

(2) Pendapatan- LO 

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

• Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu 

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara 

khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Negeri 

Ladong adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah 

Penyetoran dilaksanakan atau Bulan bersangkutan 

berakhir 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional 

antara nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya 

surat keputusan denda atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

 
Belanja (3) Belanja 

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari 

KUN.  
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• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban 

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

 

Beban 

 

(4) Beban 

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban.  

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya 

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Aset 

 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang 

Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 
 

Aset Lancar a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan.  

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada 

tanggal neraca. 

• Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai 
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berikut : 

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan 

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak 

yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung 

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila 

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan 

didukung dengan naskah perjanjian yang 

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta 

jumlah bisa diukur dengan andal 

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang yang 

dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini 

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak 

tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas 

piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan 

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Perhitungan pensisihannya adalah sebagai berikut : 

Kualitas 

Piutang 

 

Uraian 
Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. 

tanggal jatuh tempo 
0.5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 

pelunasan 

50% 

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Ketiga tidak 

dilakukan pelunasan 

100% 

2. Piutang telah diserahkan kepada 

Panitia Urusan Piutang 

Negara/DJKN 

 

 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan 
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setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar 

TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan 

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

▪ harga standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya 

apabila diperoleh dengan cara lainnya.   

 

Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aset Tetap 

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan 

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau 

harga wajar.  

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih 

dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan 

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  
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• Pemerintah    melakukan    penilaian     kembali     (revaluasi)  

berdasarkan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor      

75  Tahun  2017  tentang  Penilaian  Kembali   Barang  Milik 

Negara/Daerah dan  Peraturan  Menteri   Keuangan  Nomor 

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan  Penilaian 

Kembali Barang Milik Negara.  Revaluasi  dilakukan terhadap 

aset  tetap  berupa Tanah,    Gedung  dan  Bangunan,  serta 

Jalan,   Jaringan,dan     lrigasi   berupa  Jalan   Jembatan  dan 

Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga  sesuai 

kodefikasi   Barang  Milik    Negara  yang  diperoleh    sampai 

dengan 31 Desember 2015. Termasuk  dalam ruang lingkup    

objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga 

yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.  Pelaksanaan    

penilaian    dalam     rangka revaluasi   dilakukan     dengan   

pendekatan   data    pasar, pendekatan biaya,  dan/atau   

pendekatan pendapatan  oleh Penilai Pemerintah di    

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,     

Kementerian   Keuangan.   Revaluasi dilakukan    pada   tahun   

2017    dan   2019.     Berdasarkan pertimbangan efisiensi 

anggaran dan waktu  penyelesaian, pelaksanaan penilaian 

dilakukan   dengan  survei  lapangan untuk  objek  penilaian  

berupa  Tanah  dan  tanpa  survei lapangan untuk objek 

penilaian  selain  Tanah. 

• Nilai    aset  tetap   hasil  penilaian   kembali   menjadi   nilai 

perolehan baru dan nilai  akumulasi   penyusutannya adalah 

nol.  Dalam hal nilai  aset tetap hasil revaluasi lebih  tinggi 

dari  nilai   buku   sebelumnya  maka  selisih   tersebut  diakui 

sebagai   penambah   ekuitas    pada   Laporan   Keuangan. 

Namun,  apabila  nilai  aset tetap hasil  revaluasi  lebih  rendah 

dari  nilai buku sebelumnya    maka  selisih   tersebut  diakui 

sebagai pengurang ekuitas  pada Laporan Keuangan 

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, 

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan 
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rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya 

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset 

Lainnya 

• Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan BMN/BMD. 

 

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

• Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset 

tetap 

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap : 

a. Tanah; 

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan 

c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau 

usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang 

untuk dilakukan penghapusan. 

• Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap 

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan 

adanya nilai residu. 

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan 

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang 

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap 

semester selama masa manfaat. 

• Masa manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman 

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2013 

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan 

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat.  Secara umum tabel masa manfaat adalah 

sebagai berikut : 
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 
4 tahun 

 

 

Piutang 

Jangka 

Panjang 

 

d. Piutang Jangka Panjang 

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu 

lebih dari 12 (dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang 

dapat direalisasikan. 

 

Aset Lainnya 

 

e. Aset Lainnya 

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset 

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset 

Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan 

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang 

dibatasi penggunaanya.  

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto 

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi 

amortisasi  

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.  Sedangkan 

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak 

dilakukan amortisasi 

• Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka 

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud 
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pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  

manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, 

Merk, Desain Industri, Rahasia 
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 

Tanaman Semusim. 
20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

 

 

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar 

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

Kewajiban (6) Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 

daya ekonomi pemerintah.  

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 
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Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 

dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung.  

 

 Ekuitas  (7) Ekuitas  

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan 

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari 

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 
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   B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 

 

Selama periode berjalan, SUPM Negeri Ladong mengelola Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pagu senilai 

Rp15.888.222.000,00. Selama Periode 1 Januari sd 31 Desember 2023 

telah dilakukan Revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian 

sebagai berikut :   

DIPA Anggaran

AWAL Setelah Revisi

Pendapatan

Pendapatan Negara Bukan Pajak 162.284.000 162.284.000

Jumlah Pendapatan 162.284.000             162.284.000             

Belanja

Belanja Pegawai 9.941.816.000 9.285.750.000

Belanja Barang 6.121.979.000 6.557.301.000

Belanja Modal 45.171.000 45.171.000

Jumlah Belanja 16.108.966.000 15.888.222.000

URAIAN

 

 

Realisasi 

Pendapatan 

Rp207.189.703 

B.1  Pendapatan  

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp207.189.703,00 atau mencapai 127,67 persen 

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp162.284.000,00. 

Pendapatan SUPM Negeri Ladong terdiri dari Pendapatan Penjualan 

Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan Budidaya, Pendapatan Hasil 

Produksi Non Litbang, Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan 

Pendidikan serta Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan 

dan realisasinya adalah sebagai berikut:   

 

 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, 

Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 99.900.000       102.720.500     102,82        

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang 

Lainnya 21.393.000      100,00        

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 12.088.867      100,00        

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 14.384.000       18.210.236      126,60        

Pendapatan Ujian / Seleksi Masuk Pendidikan 10.600.000       -                      -                 

Pendapatan Biaya Pendidikan 37.400.000       12.000.000      32,09          

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun 

Anggaran Yang Lalu -                      5.021.000        100,00        

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun 

Anggaran Yang Lalu -                      35.756.100      100,00        

Jumlah 162.284.000     207.189.703     127,67        

Uraian

31 DESEMBER 2023

Anggaran Realisasi
 % Real 

Angg. 

 

Realisasi Pendapatan  TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,67 

persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan PNBP pada  TA 2022. 

Pendapatan disetor melalui Potongan SPM sebesar Rp22.627.297,00 dan 

melalui SIMPONI sebesar Rp184.562.406,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 
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** Potongan melalui SPM : 

1. Sewa Rumah Dinas Bulan Januari s/d Desember 2023 sebesar 

Rp17.606.297,00 

2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 

sebesar Rp5.021.000,00 

** Pendapatan melalui setoran SIMPONI 

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar 

Rp12.088.867,00  

2. Sewa Rumah Dinas sebesar Rp603.939,00 

3. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya  sebesar 

Rp21.393.000,00 

4. Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp12.000.000,00 (Taruna 

Poltek KP Aceh) 

5. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 

sebesar Rp35.756.100,00 

6. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 

Budidaya sebesar Rp102.720.500,00 
 

Dasar Hukum dan tarif pemotongan untuk pendapatan Sewa Rumah Dinas 

berdasarkan Keputusan Menteri Permukinan dan Prasarana Wilayah Nomor 

373/KPTS/2001 Tanggal 16 Juli 2011 tentang Sewa Rumah Negara. 

Sedangkan dasar hukum dan tarif pemotongan hasil samping pendidikan dan 

Pendapatan pendidikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 85 

Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

Perbandingan Realisasi Pendapatan   TA 2023 dan Triwulan II TA 2022 

URAIAN TA 2023 TA 2022 NAIK (TURUN) %

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, 

Perkebunan, Peternakan dan Budidaya 102.720.500          84.077.000         22,17

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 

Litbang Lainnya 21.393.000            -                          100,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 

Lainnya 12.088.867            1.200.001           907,40

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan 

Bangunan 18.210.236            15.270.744         19,25

Pendapatan Denda Penyelesaian 

Pekerjaan Pemerintah -                            72.420.318         -100,00

Pendapatan Biaya Pendidikan 12.000.000            33.300.000         -63,96

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai 

Tahun Anggaran Yang Lalu 5.021.000              8.804.362           -42,97

Penerimaan Kembali Belanja Modal 

Tahun Anggaran Yang Lalu 35.756.100            -                          100,00

Jumlah Pendapatan 207.189.703          215.072.425       -3,67  
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Realisasi Belanja 

Negara  

Rp15.318.565.862 

B.2.  Belanja  

Realisasi Belanja instansi pada  TA 2023 adalah sebesar 

Rp15.318.565.862,00 atau 96,36 persen dari anggaran belanja sebesar 

Rp15.888.222,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja  TA 2023 

adalah sebagai berikut:   

 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Belanja Pegawai 9.285.750.000 8.949.499.203 96,38

Belanja Barang 6.557.301.000 6.323.895.659 96,44

Belanja Modal 45.171.000 45.171.000 100,00

Total Belanja Kotor 15.888.222.000 15.318.565.862 96,41

Pengembalian Belanja (8.770.198)         0

Belanja Netto 15.888.222.000 15.309.795.664 96,36  

 

 

Dibandingkan dengan  TA 2022, Realisasi Belanja  TA 2023 mengalami 

penurunan sebesar 29,43 persen. Hal ini disebabkan berkurangnya pagu 

pada semua jenis belanja.  

Perbandingan Realisasi Belanja   TA 2023 dan  TA 2022

URAIAN TA 2023 TA 2022
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Pegawai 8.949.129.005           9.414.884.128           (4,95)        

Belanja Barang 6.315.495.659           7.857.205.115           (19,62)      

Belanja Modal 45.171.000               4.422.536.677           (98,98)      

Jumlah 15.309.795.664         21.694.625.920         (29,43)      
 

  

Belanja Pegawai 

Rp8.949.129.005 

B.3   Belanja Pegawai  

Realisasi Belanja Pegawai  TA 2023 dan  TA 2022  adalah masing-masing 

sebesar Rp8.949.129.005,00 dan Rp9.414.884.128,00. Realisasi belanja 

TA 2023 mengalami penurunan sebesar 4,95 persen dari  Realisasi 

Semester TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya 10 orang 

pegawai pindah tugas. 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Belanja Pegawai   TA 2023 dan TA 2022 

URAIAN TA 2023 TA 2022

NAIK 

(TURUN) 

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5.242.921.601 5.627.043.297 (6,83)       

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai 

Transito 3.680.811.906 3.787.841.806 (2,83)       

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 25.765.696 0 100,00    

Jumlah Belanja Kotor 8.949.499.203 9.414.885.103 (4,94)       

Pengembalian Belanja Pegawai (370.198)                    (975)                            

Jumlah Belanja 8.949.129.005 9.414.884.128 (4,95)        
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Belanja Barang 

Rp6.315.495.659 

 

 

 

 

B.4  Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang   TA 2023 dan   TA 2022  adalah masing-

masing sebesar Rp6.315.495.659,00 dan Rp7.857.205.115,00. Realisasi 

Belanja Barang  TA 2023 mengalami penurunan sebesar 19,62 persen 

dari Realisasi Belanja Barang  TA 2022. Hal ini antara lain Biaya makan 

peserta didik yang berkurang, operasional kantor dan biaya 

pemeliharaan peralatan dan gedung serta berkurang jumlah peserta 

didik. 

Perbandingan Belanja Barang   TA 2023 dan  TA 2022 

URAIAN TA 2023 TA 2022
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Barang Operasional 2.118.230.017           3.231.939.961           (34,46)       

Belanja Barang Non Operasional 1.681.039.150           2.636.428.000           (36,24)       

Belanja Jasa 557.155.403              664.749.466              (16,19)       

Belanja Pemeliharaan 904.526.940              447.911.533              101,94      

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.035.216.149           737.191.155              40,43        

Belanja Barang Persediaan Konsumsi 27.728.000               138.985.000              (80,05)       

Jumlah Belanja Kotor 6.323.895.659           7.857.205.115           (19,51)       

Pengembalian Belanja (8.400.000)                -                               

Jumlah Belanja 6.315.495.659 7.857.205.115 (19,62)        
 

 

 B.4.1  Belanja Barang dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 

Pada tahun 2023 sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang 

penanganan pandemi covid 19, SUPM Ladong mengelola anggaran 

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.472.000,00 

dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.471.181,00 atau 

99,97 persen dengan rincian sebagai berikut : 

Belanja Barang dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 

URAIAN
VOLUME/

SATUAN
PAGU REALISASI

521131. Belanja Barang Operasional - Penanganan 

Pandemi Covid-19 2.472.000           2.471.181        

   - Biaya Aplikasi Video Conference 12 PKT 2.472.000           2.471.181        

Jumlah Belanja 2.472.000 2.471.181  
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Belanja Modal     

Rp45.171.000 

B.5  Belanja Modal  

Realisasi Belanja Modal   TA 2023 dan   TA 2022 adalah masing-masing 

sebesar Rp45.171.000,00 dan Rp4.422.536.677,00.  Belanja Modal 

merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

 Perbandingan Belanja Modal   TA 2023 dan TA 2022 

URAIAN TA 2023 TA 2022
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 706.906.000 (97,88)       

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.122.697.777 (100,00)     

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 30.000.000 (100,00)     

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Gedung dan Bangunan 285.528.900 (100,00)     

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 277.404.000 (100,00)     

Belanja Modal Lainnya 30.171.000 100,00      

Jumlah Belanja Kotor 45.171.000 4.422.536.677 (98,98)        
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 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran Rp0,00 

 

 

C.1   Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan TA 

2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang 

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab 

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP.  

Kas Lainnya dan 

setara kas Rp0,00 

 

C.2   Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan TA 2022 

adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan 

Pendapatan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara 

Piutang Bukan Pajak 

Rp0,00 

 

C.3   Piutang Bukan Pajak 

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah 

masing-masing sebesar Rp11.053.740,00 dan Rp35.756.100,00. 

Persediaan  

Rp17.738.000 

 

C.4   Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing 

adalah sebesar Rp17.738.000,00 dan Rp41.902.000,00. 

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau 

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan 

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk 

dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Persediaan  

Persediaan 31 Desember 2023 2022

Barang Konsumsi 16.039.000                   41.902.000              

Bahan Untuk Pemeliharaan 850.000                        

Persediaan Lainnya 849.000                        

Jumlah 17.738.000              41.902.000          
 

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi 

baik dan telah dilakukan opname fisik dengan Berita Acara Nomor              

B.1653/BRSDM-SUPM.LD/PL.510/XII/2023 Tanggal 29 Desember 

2023. 
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Tanah 

Rp14.720.155.000 

 

 

 

 

 

C.4  Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SUPM Negeri Ladong per 

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.720.155.000. Aset berupa 

Tanah tersebut terletak di Jl Laksamana Malahayati Km. 26 

Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. 

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2023. 

Rincian Saldo Tanah 

No KIB Luas Nilai

1 1 51.909 m2 3.753.775.000            

2 1 101.200 m2 10.966.380.000          

14.720.155.000          Jumlah  

Tanah yang saat ini digunakan SUPM Negeri Ladong dengan luas 

total 153.109 m2 dengan rincian sebagai berikut : 

• Luas tanah 51.909 m2 An. Pemerintah RI Cq. Kementerian KKP 

• Luas tanah 101.200 m2 An.  Pemerintah RI Cq. Kementerian 

KKP  (Sebagian Dalam proses sertifikasi)  

 

Seluruh Aset tanah telah tersertifikasi a.n.  Pemerintah RI Cq. 

Kementerian KKP.      

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 14.720.155.000

   Mutasi tambah:

Hibah (Masuk)  (103) 0

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205) 0

Pengembangan Nilai Aset (202) 0

   Mutasi kurang: 0

Koreksi Kesalahan Input IP (225) 0

Saldo per 31 Desember 2023 14.720.155.000
 

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan 

ini. 
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Peralatan dan Mesin 

Rp14.048.938.341 

C.5   Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah Rp14.048.938.341,00 dan Rp13.934.734.341,00. 

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 13.934.734.341

   Mutasi tambah:

Pembelian (101) 15.000.000

Transfer Masuk (102) 99.204.000

Pengembangan Nilai Aset (202) 0

   Mutasi kurang: 0

Reklasifikasi Keluar (304) 0

Saldo per 31 Desember 2023 14.048.938.341

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 -12.211.965.986

Nilai Buku per 31 Desember 2023 1.836.972.355
 

Mutasi transaksi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin berupa : 

** Pembelian (101) Rp15.000.000,00 

No Uraian Kuantitas Nilai

1 Tenda 2 15.000.000              

JUMLAH 2 15.000.000              

 

** Transfer Masuk (102) Rp99.204.000,00 

No Uraian Kuantitas Nilai

1 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1 99.204.000              

JUMLAH 1 99.204.000              

 

Transfer masuk Peralatan dan Mesin dari Pusat Pendidikan Kelautan 

dan Perikanan dengan Berita Acara 2159/BRSDM.4/PL.510/XI/2023 

Tanggal 3 November 2023 

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan ini. 

 

Gedung dan Bangunan 

Rp24.187.662.834 

C.6  Gedung dan Bangunan 

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

Rp24.187.662.834,00 dan Rp24.187.662.834,00. Mutasi transaksi 

terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 

adalah : 
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Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 24.187.662.834         

   Mutasi tambah:

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105) -                              

Pengembangan Melalui KDP (208) -                              

   Mutasi kurang: -                              

Koreksi Kesalahan Input IP (225) -                              

Koreksi Nilai Barang Berlebih (245) -                              

Saldo per 31 Desember 2023 24.187.662.834         

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 (4.341.341.396)          

Nilai Buku per 31 Desember 2023 19.846.321.438         
 

Tidak ada Mutasi transaksi Aset Gedung dan Bangunan selama periode  

sampai dengan 31 Desember 2023.  

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan ini. 

 

Jalan, Jaringan dan 

Irigasi  

Rp2.746.388.770 

 

C.7  Jalan, Irigasi,  dan Jaringan  

Saldo Jalan, Irigasi,  dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah masing-masing sebesar Rp2.746.388.770,00 dan   

Rp2.746.388.770,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi,  dan 

Jaringan sampai dengan tanggal pelaporan adalah : 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 2.746.388.770           

   Mutasi tambah:

Koreksi Kesalahan Input IP (255) -                              

Pengembagan melalui KDP (208) -                              

   Mutasi kurang: -                              

Reklasifikasi Keluar (304) -                              

Saldo per 31 Desember 2023 2.746.388.770           

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 (1.685.185.551)          

Nilai Buku per 31 Desember 2023 1.061.203.219            

Tidak ada Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode 

sampai dengan 31 Desember 2023. 

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan ini. 

Aset Tetap Lainnya  

Rp652.890.826 

C.8   Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per      

31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp652.890.826,00 dan 
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Rp622.719.826,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak 

kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini 

untuk per 31 Desember 2023.  

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 622.719.826             

   Mutasi tambah:

Pembelian (101) 30.171.000               

Pengembagan melalui KDP (208) -                              

   Mutasi kurang: -                              

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) -                              

Saldo per 31 Desember 2023 652.890.826             

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 (269.350.375)            

Nilai Buku per 31 Desember 2023 383.540.451              

Mutasi transaksi Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa : 

** Pembelian (101) Rp30.171.000,00 

No Uraian Kuantitas Nilai

1 Alat Musik Modern/Band 9 30.171.000              

JUMLAH 9 30.171.000              

 

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan ini. 

 

Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap                    

(Rp18.507.843.308) 

C.9   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah masing-masing (Rp18.507.843.308,00) dan                 

(Rp16.695.051.403,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan 

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian 

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam 

Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 

Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan
Akumulasi 

Penyusutan
Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 14.048.938.341 12.211.965.986 1.836.972.355

2 Gedung dan Bangunan 24.187.662.834 4.341.341.396 19.846.321.438

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.746.388.770 1.685.185.551 1.061.203.219

4 Aset Tetap Lainnya 652.890.826 269.350.375 383.540.451

41.635.880.771 18.507.843.308 23.128.037.463Jumlah
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Aset Tak Berwujud 

Rp5.098.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aset Lain-Lain 

Rp885.410.800,00 

 

C.10  Aset Tak Berwujud 

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

Rp5.098.131,00 dan Rp5.098.131,00. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan 

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada 

SUPM Negeri Ladong berupa software yang digunakan untuk 

menunjang operasional kantor. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap 

Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan. 

Saldo per 31 Desember 2022 5.098.130                       

Mutasi tambah:

- reklasifikasi dari aset tetap (188) -                                      

Mutasi kurang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -                                      

- penghapusan BMN -                                      

Saldo per 31 Desember 2023 5.098.130                       

Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2023 (5.098.130)                      

Nilai Buku per 31 Desember 2023 -                                      
 

 

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tak berwujud  

Uraian Nilai

Sofware Komputer 5.098.130

Jumlah 5.098.130
 

 

C.11 Aset Lain-Lain 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2023 adalah 

Rp885.410.800,00 dan  Rp885.410.800,00. Aset Lain-lain merupakan 

Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan 

tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.  

Barang dalam kondisi rusak tersebut dalam tahap progres pengajuan 

izin ke Pusat Pendidikan KP melalui surat Nomor B.848/BRSDM-

SUPM.LDG/PL.420/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 dengan Nilai Total 

barang yang akan dihapuskan sebesar Rp2.155.137.298 (terlampir). 
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Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2022 885.410.800                   

Mutasi tambah:

- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (188) -                                      

Mutasi kurang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -                                      

- penghapusan BMN (yang dihentikan) (391) -                                      

Saldo per 30 September 2022 885.410.800                   

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023 (885.410.800)                  

Nilai Buku per 30 September 2023 -                                       

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi 

penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan 

ini. 

Akumulasi Penyusutan 

dan Amortisasi Aset 

Lainnya                        

(Rp890.508.930,00) 

C.12  Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah masing-masing (Rp890.508.930,00) dan 

(Rp890.508.930,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan 

kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan 

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi 

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut:  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan/ 

Amortisasi 
Nilai Buku

Aset Tak Berwujud 5.098.130 5.098.130 0

Aset Lain-lain 885.410.800 885.410.800 0

Jumlah 890.508.930 890.508.930 0  

   

Utang kepada Pihak 

Ketiga Rp22.786.237 

C.13  Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 

masing-masing sebesar Rp22.786.237,00 dan  Rp22.059.531,00. Utang 

kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan 

merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak 

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang 

Kepada Pihak Ketiga berupa Tagihan PLN dan Internet Pemakaian 

Desember 2023. 
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Utang Yang Belum 

Ditagihkan Rp0,00 

C.14  Utang Yang Belum Ditagihkan 

Saldo Utang Yang Belum ditagihkan per per 31 Desember 2023 dan 

2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum 

Ditagihihkan merupakan Kuitansi UP dan TUP yang belum 

dipertanggungjawabkan sampai dengan per 31 Desember 2023. 

Uang Muka dari KPPN 

Rp0,00 

C.15  Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN 

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan 

(TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada 

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 

pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di 

Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. 

 

Utang Jangka Pendek 

Lainnya Rp0,00 

C.16  Utang Jangka Pendek Lainnya 

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per 31 Desember 2023 dan 

2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.  Utang Jangka 

Pendek Lainnya  merupakan Pendapatan Perpajakan yang belum 

disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023. 

Ekuitas                        

Rp38.681.243.231 

C.17  Ekuitas 

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing 

sebesar Rp38.681.243.231,00 dan Rp39.572.029.156,00. Ekuitas 

adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset 

dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas. 
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Pendapatan PNBP 

Rp154.323.736 

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

D.1  Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp154.323.736,00 dan 

Rp205.068.062,00.  

 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan                          

31 Desember 2022 

Pendapatan Penjualan Hasil 

Pertanian, Perkebunan, Peternakan 

dan Budidaya 102.720.500                84.077.000                   22,17       

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi 

Non Litbang Lainnya 21.393.000                  100,00     

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, 

dan Bangunan 18.210.236                  15.270.744                   19,25       

Pendapatan Biaya Pendidikan 12.000.000                  33.300.000                   (63,96)     

Pendapatan Denda Penyelesaian 

Pekerjaan Pemerintah -                                  72.420.318                   (100,00)   

Jumlah 154.323.736                205.068.062                 (24,75)     

 31 Desember 2023  31 Desember 2022 
 NAIK 

(TURUN) 

% 

URAIAN

 

Pendapatan Pengeloaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh 

dari Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Pendidikan 

merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Tupoksi SUPM Negeri 

Ladong.  

 

Beban  Pegawai 

Rp8.938.075.265 

 

 

 

 

 

D.2   Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desembwr 2022  

adalah masing-masing sebesar Rp8.938.075.265,00 dan 

Rp9.414.884.128,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, 

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal.  

 Rincian Beban Pegawai  31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2023 31 Desember 2022

NAIK 

(TURUN) 

%

Beban Gaji dan Tunjangan PNS 5.231.497.663 5.627.042.322       (7,03)    

Beban Gaji dan Tunjangan PPPK 25.765.696 -                       100,00  

Beban Pegawai (Tunjangan 

Khusus/Kegiatan) 3.680.811.906 3.787.841.806       (2,83)    

Jumlah 8.938.075.265 9.414.884.128       (5,06)     
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Beban Persediaan 

Rp43.820.000 

 

 

 

 

 

D.3  Beban Persediaan  

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022  adalah masing-masing sebesar Rp43.820.000,00  dan 

Rp144.292.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat 

konsumsi atas barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2023 31 Desember 2022
NAIK 

(TURUN) %

Beban Persediaan Konsumsi 43.400.000 144.040.000       (69,87)          

Beban Persediaan Bahan Baku 420.000 252.000             66,67           

Beban Persediaan Lainnya -                            -                    

Jumlah Beban Persediaan 43.820.000 144.292.000        (69,63)         
 

 

 

Beban Barang 

dan Jasa  

Rp4.348.751.276 

 

D.4  Beban Barang dan Jasa  

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan                 

31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.348.751.276,00 

dan Rp6.537.875.358,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban 

barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa 

beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak 

menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah 

sebagai berikut :   

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

URAIAN JENIS BEBAN 
31 Desember 

2023

31 Desember 

2022

NAIK 

(TURUN) 

%

Beban Belanja Operasional 2.109.830.017 3.231.939.961 -34,72

Beban Belanja Non Operasional 1.681.039.150 2.636.428.000 -36,24

Beban Jasa 557.882.109 669.507.397 -16,67

Jumlah 4.348.751.276 6.537.875.358 -33,48  
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Beban 

Pemeliharaan 

Rp904.526.940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5.  Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022  

adalah masing-masing sebesar Rp904.526.940,00 dan 

Rp447.911.533,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang 

sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2023
31 Desember 

2022

NAIK 

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 391.696.000 120.761.800      224,35       

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 375.640.040 250.113.822      50,19         

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.595.000 31.568.820        22,26         

Beban Pemeliharaan Jaringan 98.595.900 45.467.091        116,85       

Jumlah 904.526.940 447.911.533        101,94      
 

 

 

Beban Perjalanan 

Dinas 

Rp1.035.216.149 

 

 

 

 

 

 

 

D.6.  Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah masing-masing sebesar Rp1.035.216.149,00 dan 

Rp737.191.155,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang 

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan  jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai 

berikut:  

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2023
31 Desember 

2022

NAIK 

(TURUN) 

%

Beban Perjalanan Biasa 755.556.149 479.431.155 57,59

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 279.660.000 257.760.000 100,00

Jumlah 1.035.216.149 737.191.155 40,43
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Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi 

Rp1.713.587.905 

 

 

 

 

 

 

D.7  Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.713.587.905,00 dan 

Rp1.871.826.664,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk 

mencatat alokasi  sistematis atas nilai suatu  aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan 

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat 

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 

adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 31 Desember 2023 31 Desember 2022
NAIK 

(TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 737.042.209            932.953.649            (21,00)         

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 743.351.802            703.457.917            5,67             

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 189.169.663            189.169.663            -                  

Beban Penyusutan Irigasi 27.362.152              27.362.152              -                  

Beban Penyusutan Jaringan 12.890.704              12.890.704              -                  

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 3.771.375                -                               -                  

Jumlah Penyusutan 1.713.587.905         1.865.834.085         (8,16)           

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -                               -                               -                  

Beban Penyusutan aset lain-lain -                               5.635.018                (100,00)       

Jumlah Amortisasi -                               5.635.018                (100,00)       

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.713.587.905         1.871.469.103         (8,44)            

 

Surplus dari 

Kegiatan Non 

Operasional 

Rp9.037.867 

D.8  Kegiatan Non Operasional  

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari 

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan 

tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN
31 Desember 

2023

31 Desember 

2022

NAIK 

(TURUN) %

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

       Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 12.088.867 1.200.001 907,40         

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non 

Lancar 12.088.867 1.200.001
907,40         

Pendapatan dari Kegitan Non Operasional

       Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 5.021.000 8.804.362        (42,97)         

       Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 0 #DIV/0!

       Pendapatan Penyesuain Nilai Persediaan *) 0 0 #DIV/0!

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 5.021.000 8.804.362        (42,97)         

Beban dari Kegiatan Non Operional Lainnya

       Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 0 0

       Beban Persediaan Rusak/Usang 8.072.000 -                      #DIV/0!

Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional 

Lainnya 8.072.000 -                      
#DIV/0!

Jumlah Surplus/(Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 9.037.867        10.004.363      
(9,66)           

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 9.037.867        10.004.363      (9,66)           
 

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan 

menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian 

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) 
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  Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai 

Rp5.021.000 terdiri atas : 

• Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp5.021.000 

berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai (Tunjangan Fungsional) 

Bulan Januari 2022 sd Nopember 2022 
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Ekuitas Awal 

Rp39.572.029.156 

 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah 

masing-masing sebesar Rp39.572.029.156,00 dan Rp37.040.885.420,00.  

 

Defisit LO 

Rp16.831.669.672 

 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 

dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.831.669.672,00 dan 

Rp18.938.908.413,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non 

operasional, dan pos luar biasa. 

 

Penyesuaian Nilai 

Aset Rp0 

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset  

Tidak Ada Transaksi 

  

Koreksi Nilai 

Persediaan Rp0  

 

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan  

Tidak Ada Transaksi 

 

Koreksi Atas 

Reklasifikasi Rp0 

 

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi   

Tidak Ada Transaksi   

 

Selisih Revaluasi 

Aset Tetap Rp0 

 

 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Tidak Ada Transaksi. 

 

Koreksi Nilai Aset 

Tetap Non 

Revaluasi Rp0 

 

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 

Tidak Ada Transaksi 

 



- 39 - 
 

Lain-lain Rp178.781 

 

E.3.6 Koreksi Lain-lain  

Nilai Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

masing-masing Rp178.781,00 dan Rp0,00 

 

Transaksi Antar 

Entitas 

Rp15.102.605.961 

E.4 Transaksi Antar Entitas 

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan                

31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.102.605.961,00 

dan Rp21.479.553.495,00.  Transaksi antar Entitas adalah transaksi 

yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, 

antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 

Transaksi Antar Entitas Nilai

Ditagihkan ke Entitas Lain 15.309.795.664              

Diterima dari Entitas Lain (207.189.703)                  

Transfer Masuk -                                      

Pengesahan Hibah Langsung -                                      

Jumlah 15.102.605.961
 

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain 

(DDEL)  

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan 

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang 

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, 

DKEL sebesar Rp15.309.795.664,00  sedangkan DDEL sebesar 

Rp207.189.703,00 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar  

Tidak Ada Transaksi 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan 

Hibah Langsung  

Tidak Ada Transaksi 
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Ekuitas Akhir 

Rp38.681.243.231 

E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah masing-masing sebesar Rp37.843.144.226,00 dan 

Rp39.571.850.376,00  
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. 

 

 

 

 F.1  KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 

- 

 F.2  PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN  

• Progress Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI Tahun 2019 

berupa Usulan Penghapusan atas 586 NUP telah 

ditindaklanjuti dengan SK Penghapusan 

• Temuan LHP BPK-RI Tahun 2021 yaitu SUPM belum  

menyelesaikan geotagging atas BMN Non-TIK sebanyak  

5.769 NUP senilai Rp6.5Miliar 


